BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
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1.

BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI ROKAN HULU,

bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 31 tahun 2012,
namun belum sesuai dengan perkembangan keadaan saat
ini dan belum terakomodir bencana non alam sehingga
perlu diganti;

. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 134 ayat (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
perlu ditetapkan dengan Paraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak
Terduga;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

. Undang-Undang Republik Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pedoman Pemberian, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun
2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA
TIDAK TERDUGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

s =

o

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggara Negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Rokan Hulu.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah  Kepala Satuan  Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai Bendahara Umum Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah, yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.



13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
yang tidak diperkirakan sebelumnya, yang selanjutnya disingkat BTT.

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korba jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan
sarana dan prasarana.

16. Korban bencana adalah orang, kelompok orang atau badan yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

BAB II
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai
tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana sosial,
bencana non alam serta pasca bencana.

Pasal 3

Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari Perangkat Daerah yang
berkenaan.

Pasal 4

(1) Proses pencairan belanja tidak terduga melalui pos belanja tidak terduga
dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2) Dalam hal kejadian bencana non alam, proses pencairan Belanja Tidak
Terduga diberikan setelah mendapatkan Persetujuan dari PPKD selaku
BUD

Pasal 5

Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

dimaksudkan untuk :

a. membantu korban secara pribadi, kelompok dan organisasi yang bersifat
langsung atau tidak langsung;

b. kegiatan fisik sesuai dengan kebutuhan bencana;dan

c. Bantuan operasional petugas dalam penanggulangan bencana tanggap
darurat dan pasca bencana.

Pasal 6

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat diproses pada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu jika
Perangkat Daerah terkait telah melengkapi persyaratan sebagai berikut :



. Permohonan yang diajukan kepada Bupati;
.Keputusan Bupati tentang Penetapan Bencana /atau Tanggap
Darurat;

c. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan
untuk Kejadian Luar Biasa (KLB),cukup dengan menyertakan Surat
Keputusan (SK) Penetapan dari Kepala Perangkat Daerah atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;dan

e. Persetujuan bantuan dari Bupati.

oo

(2) Dalam hal kejadian bencana non alam, tata cara pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga
dilakukan dengan tahapan :

a. kepala perangkat daerah mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja,
paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah
selaku bendahara umum daerah;

b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah
mencairkan belanja tidak terduga kepada kepala perangkat daerah,
paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja;

c. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada
bendahara pengeluaran perangkat daerah;

e. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh
bendahara pengeluaran pada perangkat daerah;

f. kepala perangkat daerah bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan;dan

g. pertanggungjawaban atas penggunaan dana disampaikan oleh kepala
perangkat daerah kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan
melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat
pernyataan tangggungjawab belanja.

Pasal 7

Pimpinan Perangkat Daerah penerima dana BTT harus bertanggungjawab
atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan penggunaan
kepada atasan langsung dan Bupati.

Pasal 8

Seluruh pengeluaran dari mata anggaran BTT diakhir tahun anggaran agar
ditutup dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada
DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 12 Mei 2020

BUPATI ROKAN HULU,
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Diundangkan di Pasir Pengaraian Salinan sesuai aslinya,
Pada tanggal 13 Mei 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM,
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